PEMENUHAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA MELALUI BPJS






Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di CV.Andi
Offset , maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemenuhan jaminan sosial
tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV.Andi Offset belum
sepenuhnya terlaksana karena pada praktiknya terdapat beberapa pelaksanaan
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik disebabkan
karena faktor internal maupun eksternal.
Untuk pelaksanaan yang  tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan karena faktor internal perusahaan pertama terkait dengan iuran yang
memberatkan bagi pekerja. Hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan karena
pemberi kerja memang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan para
pekerjanya ke dalam program BPJS sesuai dengan amanat Undang-Undang
No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kedua yakni
dari pihak pekerja yang dalam hal ini terdapat pekerja borongan, Freelance,
maupun magang  yang seharusnya didaftarkan oleh CV.Andi Offset tetapi
belumdi daftarkan. Ketiga anak perusahaan  yakni Toko Buku Andi Star yang
belum mendaftarkan para pekerjannya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.
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Keempat yakni perbedaan program yang diikuti oleh para pekerja yakni
seharusnya para pekerja diikutkan kesemua program.  Untuk ketidaksesuaian
antara fakta dengan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh
faktor eksternal perusahaan yakni terkait kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS
Ketenagakerjaan kepada para pekerja. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak
BPJS Ketenagakerjaan hanya kepada pihak CV.Andi Offset bukan langsung ke
pekerjanya sehingga dalam hal ini pekerja belum mengetahui secara jelas
informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.
B. Saran
Bahwa berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka
diharapkan dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah lebih
memperbaiki sistem dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Pemerintah dalam
hal ini diharapkan agar dapat lebih menjangkau baik perusahaan dalam skala
besar sampai perusahaan kecil yang mempekerjakan para pekerjannya agar
mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Selain menjangkau
perusahaan berskala sedang sampai kecil diharapkan juga agar pemerintah
dapat memberikan informasi maupun pembinaan terhadap pekerjannya
langsung secara lebih jelas dan lengkap sesuai dengan apa yang diamanatkan
oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 10 huruf g Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial yakni bahwa BPJS berwenang memberikan
informasi mengenai penyelenggara jaminan sosial kepada Peserta dan
Masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan agar pekerja juga lebih jelas
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mengetahui manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan juga perbedaan antara BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Penulis dalam hal ini juga memberikan saran yang diharapkan berguna
bagi perusahaan. Perusahaan seyogyanya memiliki kesadaran untuk
mendaftarkan para pekerjannya, selain itu perlu juga perusahaan untuk
mengikuti/menaati keseluruhan aturan mengenai BPJS yakni tidak setengah-
setengah dalam pelaksanaanya karena mendaftarkan para pekerjannya ke BPJS
Ketenagakerjaan dan menaati seluruh aturan yang ada di BPJS itu penting.
Manfaatnya disamping memberi kesejahteraan kepada pekerja disisi lain juga
bermanfaat untuk perusahaan itu sendiri. Perusahaan akan terhindar dari resiko
menanggung biaya yang lebih besar apabila pekerja mengalami kecelakaan
maupun pekerja sudah pensiun. Adanya BPJS Ketenagakerjaan lebih
membantu karena dalam hal ini bukan ditanggung oleh perushaaan tetapi
ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan dalam hal ini juga lebih
melakukan sosialisasi bagi para pekerja secara lebih mendalam dengan
mendatangkan pihak BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri agar pekerja
mengetahui secara jelas tentang BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut agar BPJS
itu sendiri bukan hanya sekedar formalitas agar perusahaan terhindar dari
sanksi administratif. Untuk pekerja dalam hal ini penulis memberi saran bahwa
seyogyanya pekerja lebih memahami aturan-aturan yang ada di dalam BPJS
Ketenagakerjaan karena kembali lagi bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri
memang dibuat untuk memberi kesejahteraan kepada pekerja. Selain lebih
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memahami aturan yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan, pekerja juga
seyogyanya lebih proaktif yakni meminta pihak perusahaan untuk segera
mendaftarkan dirinya agar nantinya pekerja dapat lebih merasakan
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